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Abstract
Performance surabaya health centers as providers of public health services, is still relatively low. Though many
masyarajat who use the services of primary health centers as a means of treatment. PHC in addition serves to
provide public services, but they are also to be able to provide satisfactory service performance akuntabilita.

Especially after many programs have been held, such as: birth, health card, then a lot of the community who prefer
to use the services and pay a visit to the clinic, especially people who have lower economic status will memimilih
health centers as the main option. That is why the performance of the health center must be able to satisfy the

maximum and the people who use health center services.
Rivet girlfriend PHC Surabaya is one of the health centers that have a very low quality of service among the 62

health centers in Surabaya. In this study, researchers wanted to determine the effect of service performance
accountability of local health clinic personnel to service quality and know also cause health center rivet girlfriend
yet provide maximum service performance and in accordance with established. This type of research used in this

research is an explanatory type of quantitative research. And using the technique of accidental random sampling in
the selection questionnaire filler.
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Pendahuluan

Kualitas  pelayanan  adalah  standar  yang  harus  di  upayakan  apabila  pemerintah  ingin  memberikan  kontribusi  yang

maksimal pada pengguna layanan jasa atau masyarakat. Saat ini upaya untuk memberikan pelayanan yang berkualitas

kepada masyarakat menjadi perhatian utama bagi organisasi privat maupun publik. Masyarakat atau pengguna layanan

jasa akan merasa di mudahkan atas permasalahan yang mereka alami dan rasakan. Kualitas pelayanan tersebut meliputi

kegiatan  aktifitas  aparatur  negara  untuk  memenuhi  permintaan  pengguna  jasa, secara  spesifik  kegiatan  tersebut

merupakan  metode,  prosedur  maupun  sistem  yang  ada  sebagai  kesatuan  untuk  menghasilkan  pelayanan  yang

memuaskan.

Pelayanan publik yang menjadi  fokus studi disiplin  ilmu Administrasi  publik di  Indonesia  masih menjadi

persoalan  yang  perlu  memperoleh  perhatian  dan  penyelesaian  yang  komprehensif.  Pada  dasarnya  setiap  manusia

membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan

manusia.  Masyarakat  setiap  waktu  menuntut  pelayanan  publik  yang  berkualitas  dari  birokrat,  meskipun  tuntutan

tersebut  sering  tidak  sesuai  dengan  harapan.  Pemerintahan  milik  masyarakat  akan  tercipta  jika  birokrat  dapat

mendefinisikan ulang tugas dan fungsi mereka. 

Harus  diakui  bahwa  pelayanan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  kepada  masyarakat  terus  mengalami

pembaruan,  baik  dari  sisi  paradigma  format  pelayanan  seiring  dengan  meningkatnya  tuntutan  masyarakat  dan

perubahan didalam pemerintahan itu sendiri . Namun, pembaruan dilihat dari kedua sisi tersebut belumlah memberukan

hasil yang memuaskan, bahkan masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang tak berdaya dan termarginalisasikan

dalam keranka pelayanan.

Masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik yang memiliki kekuatan dalam hal ini materi dan kekuasaan,

yang  merasa  tidak  terpuaskan  pada  akhirnya  mencari  jalan  lain  dengan  cara  melanggar  peraturan  yang  ada  demi

mendapatkan  pelayanan  yang  lebih baik,  sedangkan  bagi  mereka  yang  lemah,  terpaksa  menerima pelayanan  yang

kurang memeuaskan. Pada akhirnya pelayanan publik menjadi komoditas yang diperjualbelikan oleh aparatur untuk

memperkaya diri. Dan dalam praktek tersebut terjadi tawar menawar dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat

yang seharusnya sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

Tuntutan  terhadap  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  berkembang  seiring  dengan  berkembangnya

kesadaran  bahwa  warga  mehara  memiliki  hak  untuk  dilayani  dan  juga  mengontrol  kegiatan  pelayanan.  Ketika

pelayanan publik berkembang dengan baik maka akan tercipta kepuasan pelanggan yang baik pula. Pelayanan publik

yang baik ditandai dengan meningkatnya stabilitas negara dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Menurut  Edvarsen (2013), yang menjadi persoalan utama dalam pemberian layanan publik adalah adanya kesulitan

untuk  mengawasi  apakah  layanan  benar-benar  telah  sampai  kepada  masyarakat  sesuai  dengan  spesifikasi  yang

ditetapkan. Untuk menjawab persoalan tersebut, sangat perlu sekali untuk memonitor bagaimana persepsi kepuasaan

masyarakat terhadap layanan publik.

Pelayanan sendiri menurut Gronroos  (2012)  didefinisikan sebagai suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas

yang bersifat tidak kasat mata yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dan karyawan aray hal-hal

lain  yang  disediakan  oleh  perusahaan  pemberi  pelayanan  yang  dimaksudkan  untuk  memecahkan  permasalahan

pelanggan. Masyarakat diberdayakan sehingga mampu mengontrol pelayanan yang diberikan oleh birokrasi. Dengan

adanya kontrol dari masyarakat pelayanan publik akan lebih baik karena mereka akan memiliki komitmen yang lebih

baik, lebih peduli, dan lebih kreatif dalam memecahkan masalah. Sebagaimana disampaikan oleh Osborne dan Plastrik (

2004: 322-323) yang menyatakan bahwa:
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“Pemerintah milik masyarakat mengalihkan wewenang kontrol yang dimilikinya ke tangan masyarakat. Masyarakat

diberdayakan sehingga mampu mengontrol  pelayanan yang diberikan oleh birokrasi.  Dengan adanya kontrol  dari

masyarakat, pegawai negeri ( dan juga pejabat terpilih, politisi ) akan memiliki komitmen yang lebih baik, lebih peduli,

dan lebih kreatif dalam memecahkan masalah”.

Definisi  pelayanan  publik  menurut   KEPMENPAN  NO  25  Tahun  2004  adalah  segala  kegiatan  pelayanan  yang

dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan, maupun

dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Sedangkan KEPMENPAN No 58 Tahun 2002

mengelompokan tiga jenis pelayanan dari  instansi pemerintah serta BUMN/BUMD.Pengelompokan jenis pelayanan

tersebut  didasarkan  pada  ciri-ciri  dan  sifat  kegiatan  serta  produk  pelayanan  yang  dihasilkan,  yaitu  (1)  Pelayanan

administratif,  (2)  Pelayanan  barang,  (3)  Pelayanan  jasa.  Berdasarkan  pengertian  kualitas,  baik  yang  konvensional

maupun  yang  lebih  strategis  oleh  Gaspersz  dalam Sinambela  dkk  (2006:6)  mengemukakan  bahwa  pada  dasarnya

kualitas mengacu kepada pengertian pokok:

1. Kualitas terdiri atas sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan langsung, maupun keistimewaan

atraktif yang memenuhi keinginan pelanggan dan memberikan kepuasan atas penggunaan produk;

2. Kualitas terdiri atas segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau kerusakan.

Pelayanan  publik  menjadi  isu  kebijakan  yang  semakin  strategis  karena  perbaikan  pelayanan  publik  di  Indonesia

cenderung  “berjalan  di  tempat”.  Buruknya  pelayanan  publik  di  Indonesia  sering  menjadi  variabel  penting  yang

mendorong munculnya krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.Krisis kepercayaan masyarakat teraktualisasi

dalam  bentuk  protes  dan  demonstrasi  yang  cenderung  tidak  sehat  menunjukkan  kfrustasian  publik  terhadap

pemerintahnya.  Efisiensi  dan  Efektivitas  pelayanan  Publik  belum menunjukkan peningkatan  setelah  era  reformasi,

masyarakat masih belum terbebaskan dari biaya siluman. Kecenderungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih

diposisikan sebagai pihak yang melayani bukan yang dilayani.Pelayanan yang harusnya ditujukan kepada masyarakat

umum kadang dibalik menjadi pelayanan masyarakat  terhadap negara,  artinya adalah bahwa birokrat  sesungguhnya

haruslah memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat.

Keputusan menteri  Pendayagunaan Aparatur  Negara Nomor 81 tahun 1993 yang kemudian disempurnakan dengan

keputusaan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003 mendefiniskan pelayanan publik sebagai

segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dipusat, daerah, dan di lingkungan Badan Usaha

Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan

kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu,berdasarkan

pengertian  tersebut  maka  hakikat  pelayanan  publik  adalah  pemberian  pelayanan  prima  kepada  masyarakat  yang

merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Bagian II dari Keputusan Menpan No.

63 Tahun 2003 menegaskan bahwa:

“.... hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan

dari kewajiban aparatur pemerintahan sebagai abdi masyarakat.”

Bertitik tolak dari pengertian itu, sebenarnya dapat disimpukan bahwa hakekat pelayanan publik itu adalah

kewajiban  aparat  birokrasi  untuk  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  kedudukannya  sebagai  abdi

masyarakat  dan sesuai  peraturan  hukum yang  berlaku. Untuk dapat  memberikan pelayanan yang memuaskan bagi

pengguna jasa, penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan sebagai berikut (Keputusan  Menpan

Nomor 63 Tahun 2004):

1. Transparansi.
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Bersifar terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta

mudah dimengerti.

2. Akuntabilitas.

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kondisional.

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip

efisiensi dan efektivitas.

4. Partisipatif.

Mendorong  peran  serta  masyarakat  dalam  penyelenggaraaan  pelayanan  publik  dengan  memperhatikan  aspirasi,

kebutuhan, dan harapan masyarakat.

5. Kesamaan hak.

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

6. Keseimbangan hak dan kewajiban.

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Setiap penyelenggraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan

adanya  kepastian  bagi  penerima  pelayanan.  Standar  pelayanan  merupakan  ukuran  yang  dibakukan  dalam

penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan publik.  Pelayanan yang

dianggap terlalu berbelit-belit dengan mengatasnamakan sesuai prosedur tersebut merupakan salah satu contohnya. Hal

ini disebabkan karena orientasi pelayanan yang diberikan oleh aparat penyelenggara pelayanan publik lebih didasarkan

pada peraturan  atau prosedur,  yang  cenderung bersifat  membelenggu  dan tidak fleksibel.  Sehingga  mengakibatkan

aparat menjadi tidak memiliki inisiatif dan daya inovasi dalam menghadapi kesulitan karena selalu berorientasi pada

prosedur. 

Lemahnya kinerja birokrasi juga mengakibatkan pelayanan yang seharusnya diberikan instansi atau pemerintah

masih jauh dari harapan. Pelayanan publik yang ideal menurut Adam Wirahadi adalah efisien, cepat, akuntabel, murah,

transparan, dan non diskiriminatif. Kondisi yang nampak sekarang ini adalah tidak transparan, akuntabilitas rendah,

diskriminatif, profesionalisme rendah, kuantitas dan kualitas pelayanan belum maksimal, serta belum efektif dan efisien

dari  sisi  biaya,  waktu,  prosedur dan  jangkauan layanan.  Masyarakat  yang  semakin kritis  dan kondisi  umum yang

membuat mereka makin cepat merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah mendorong

perlu dirumuskan pelayanan publik yang benar-benar efisien, cepat, akuntabel,murah, transparan dan non-diskriminatif.

Seperti  yang  dijelaskan  di  atas  masalah  pelayanan  publik  mempunyai  peranan  yang  lebih  besar  karena

menyangkut kepentingan umum, bahkan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Namun ternyata hak masyarakat atau

pelanggan untuk memperoleh pelayanan dari aparat pelayanan itu sendiri terasa belum dapat memenuhi harapan semua

pihak. Seringkali semua hal tersebut disebabkan oleh lemahnya kinerja birokrasi sehingga mengakibatkan pelayanan

yang memuaskan yang seharusnya diberikan institusi pelayanan masih hanya menjadi impian belaka.

Upaya untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dilingkungan lembaga pemerintah juga dapat

dilakukan dengan membudayakan konsep akuntabilitas publik. Hal ini sejalan dengan pendapat Huges, yang antara lain

menyatakan bahwa lembaga pemerintah sesungguhnya dibuat dan diadakan oleh publik (masyarakat), oleh karena itu

para pegawai dalam lembaga pemerintahan juga harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik. Apa yang

harus dipertanggungjawabkan oleh para pegawai lembaga pemerintah adalah mencakup semua perilaku, sikap, tindakan

kerja,  dan berbagai  keputusan yang  dibuat  dalam rangka menjalankan tugas  dan kewenangan yang diberikan oleh

publik.
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Penyelenggara  pelayanan  publik  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  baik  kepada  publik  maupun  kepada

atasan/pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu

pertanggungjawaban  pelayanan  publik  adalah  akuntabilitas  kinerja  pelayanan  publik.  Akuntabilitas  dapat  dilihat

berdasarkan proses yang antara lain meliputi tingkay ketelitian (akurasi), profesionalitas petugas, kelengkapan sarana

dan prasarana, kejelasan aturan (termasuk kejelasan kebijakan atau peraturan perundang-undangan) dan kedisplinan.

Penyelenggaraan  pelayanan  publik  ini  merupakan  salah  satu  bidang  kewenangan  yang  penting  bagi

pemerintah, karena keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik secara profesional, efisein, efektif dan

akuntabel akan mengangkat citra positif pemerintah di mata warga masyarakatnya. Sehingga kewenangan yang dimiliki

oleh pemerintah tersebut dapat dipergunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan bagi

masyarakatnya.  

Pemerintah  daerah  mempunyai  kewajiban  untuk menyediakan  pelayanan  publik  yang  maksimal  bagi

masyarakatnya. Hal ini dilakukan agar  tercipta suatu tata pemerintahan yang baik, sehingga  diharapkan pemerintah

daerah  mampu  merespon  apa  yang  menjadi  harapan,  tuntunan  dan  keinginan  masyarakatnya.   Penyediaan

pelayanan  publik  oleh  pemerintah  daerah  tersebut  salah satunya  ada pada bidang  kesehatan. Bidang  kesehatan  ini

menjadi  penting  karena  kesehatan  merupakan  salah  satu ukuran  untuk  mengetahui  kesejahteraan  masyarakat  di

suatu  daerah.  Untuk  itu  diperlukan  upaya  yang  maksimal bagi  pemerintah  daerah  untuk  menyediakan  pelayanan

di  bidang  kesehatan   yang   berkualitas.   Pelayanan   di   bidang kesehatan  ini  diwujudkan salah satunya  melalui

pelayanan unit  terkecil   wilayah   suatu  daerah  yang  juga  disebut sebagai  puskesmas. Peningkatan  pelayanan

kesehatan  melalui  puskesmas ini  merupakan  suatu  cara  pemerintah  daerah  untuk meyakinkan  masyarakat  bahwa

pemerintah  mampu memberikan  pelayanan  yang  terbaik  bagi  masyarakatnya. 

Pelayanan  publik  pada  bidang  kesehatan  yang  diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat ini tidak

semata-mata dilakukan  pemerintah  hanya  untuk  melaksanakan tugasnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya

saja, tetapi unsur pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang telah  diberikan  kepada  masyarakat  harus  terpenuhi.

Sehingga  prinsip  akuntabilitas  sangat  diperlukan  dalam penyelenggaraan pelayanan publik.  Akuntabilitas  sendiri

menurut   Ghartey   dalam  Sedarmayanti(2009:105)  menyebutkan  bahwa  akuntabilitas  ditujukan   untuk   mencari

jawaban  terhadap  pertanyaan yang  berhubungan  dengan  pelayanan  apa,  siapa,  kepada siapa,  milik  siapa,  yang

mana,   dan   bagaimana.  Akuntabilitas   juga   merupakan   instrument   untuk   kegiatan  kontrol   terutama   dalam

pencapaian  hasil  pada  pelayanan publik.  Berdasarkan  pernyataan  tersebut  prinsip akuntabilitas  dan  pelayanan

publik  ini  saling berhubungan,  hal  ini  dikarenakan  bahwa  pemerintah sebagai  penyedia  layanan  bagi  masyarakat

harus mempertanggungjawabkan  kinerja  yang  telah dilakukannya.  Masyarakat  sendiri  sebagai  penerima layanan

dari   pemerintah  juga  berhak  untuk  mengetahui  kinerja   yang  dilakukan  pemerintah  dalam  hal   pemberian

pelayanan. 

Sehubungan  dengan  penjelasan  diatas  yang mewajibkan  pemerintah  daerah  memberikan  pelayanan yang

maksimal  bagi  masyarakatnya  dan dilakukan  secara akuntabel,  Kota Surabaya  juga  melaksanakan kewajibannya

sebagai  pemerintahan  daerah  dalam  hal penyediaan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Pelayanan  ini salah  satunya

diwujudkan  dalam  pelayanan  kesehatan kepada  masyarakat, Dalam  pemberian  pelayanan kesehatan,  Kota Surabaya

sampai  tahun  2013  telah  mempunyai  62  unit  Puskesmas (http://dinkes.surabaya.go.id-Profil  Kesehatan Surabaya

Tahun 2013). Tetapi berdasarkan data dari Dinas Kesehatan  dalam  Profil  Kesehatan   Kota Surabaya  Tahun  2013

menunjukkan  bahwa  beberapa  jenis    tenaga  kesehatan yang  ada  di  Kota Surabaya  masih  kurang  memadai. Hal

ini  karena  tersedianya  sumberdaya  manusia khususnya  tenaga  kesehatan merupakan  faktor penggerak utama  dalam

mencapai  tujuan  dan  keberhasilan  program pembangunan kesehatan. 
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Salah satu puskesmas yang masih kurang memadai adalah, Puskesmas Pacar Keling Surabaya masih belum

menciptakan pelayanan publik yang berkualitas sebagai suatu instansi pelayanan yang maju dan menciptakan pelayanan

publik yang berkualitas. Penelitian ini mengambil lokasi di Puskesmas Pacar Keling dengan alasan :

1. Puskesmas Pacar Keling merupakan puskesmas terendah diantara 62 puskesmas di Surabaya dari tahun 2009-

2013  salah  satu  puskesmas  pembanding  adalah  puskesmas  gayungan  surabaya  yang  termasuk  puskesmas

dengan  kualitas  pelayanan  yang  bagus  dan  percontohan,berikut  ini  nilai  IKM  yang  di  buat  oleh  Dinas

Kesehatan kota Surabaya  :

Tabel 1.1

TAHUN 2009 2010 2011 2012 2013
Puskesmas Pacar Keling 70.33 71.25 72.99 74.21 74.12
Puskesmas Gayungan 77.26 77.65 78.81 78.84 79.35

Sumber: Nilai IKM Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2013.

Tabel  diatas  menunjukan  perbedaan  peningkatan  kepuasaan  pelanggan  antara  pelayanan  yang  di  berikan  oleh

puskesmas pacar keling dan puskesmas gayungan   dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dari 2009-2013. Perbedaan

yang sangat jauh inilah yang membuat puskesmas pacar keling harus memperbaiki kinerja pegawai dalam memberikan

pelayanan karena kepuasaan pelanggan menunjukkan penilaian tentang pelayanan yang diberikan.

Fenomena empiris dilapangan yang menjadi permasalahan di Puskesmas Pacar Keling sendiri adalah masih adanya

keluhan dari pelanggan yang bisa menyebabkan kepuasaan pelanggan menjadi turun. Beberapa keluhan tersebut dapat

dilihat pada tabel berikut :

TABEL 1.2

Jenis Keluhan Pelanggan di Puskesmas Pacar Keling

NO KELUHAN SOLUSI

1. Mohon  di  area  Puskesmas  diberikan  lebih  luas  ruang

tunggu agar tidak berdesakan menunggu antrian.

Memperluas  ruang  tunggu  dan

menambah kursi tunggu.

2. Kurang  cepat  dan  efisien  dokter  dalam  memberikan

perawatan. 

Menambahkan  dokter  karena

jumlah  dokter  di  puskesmas

terlalu minim jumlahnya.
Sumber : Buku Keluhan atau Komplain Pasien Puskesmas Pacar Keling Surabaya (2013).

Untuk meminilasir keluhan dari para pengguna jasa Puskesmas Pacar Keling Surabaya dikembangkan strategi yang bisa

menunjang peningkatan kualitas pelayanan untuk masyarakat, yang menentukan Standar Pelayanan yang terdiri dari :

1. Masyarakat mengharapkan pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas Pacar Keling lebih cepat dan efisien

dengan suatu standar pelayanan.

2. Setiap petugas dan dokter meningkatkan standar pelayanan.

3. Puskesmas  Pacar  Keling  melaksanakan  etika  pelayanan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  yaitu  adil,

transparan, menghormati masyarakat sehingga dapat memberikan kepuasaan pada pengunjung.

I.5. Landasan Teoritis

I.5.1.Akuntabilitas Kinerja Pelayanan
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Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab

segala hal yang menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggung-jawaban

terhadap hasil dari kinerjanya. Kinerja pemerintah dan aparatnya adalah kualitas produk dan pelayanan publik yang

dapat  memberikan  manfaat  terhadap  peningkatan  kualitas  kehidupan  masyarakat.  Di  dalam  bangsa  yang  yang

berdemokrasi dimana daulat di tangan rakyat, masyarakat berhak untuk menyuarakan pendapatnya dan berpartisipasi

dalam pengambilan keputusan publik yang mempengaruhi hajat hidupnya. Untuk itu, publik membutuhkan informasi

tentang apa yang dikerjakan  oleh pemerintah,  bagaimana kemajuan telah dicapai  oleh pembangunan,  dan berbagai

permasalahan terkait pelayanan publik.

”Akuntabilitas adalah benang merah penghubung antara birokrasi dan demokrasi.Demokrasi modern tergantung pada

akuntabilitas  birokrasi  untuk  menjalankan kebijakan yang sudah dicanangkan  dan menjalankan administrasi  dari

peluang intervensi yang telah ditentukan oleh pemerintah”. (Lipsky,2005)

Pada prinsipnya, akuntabilitas sektor publik adalah kepada masyarakat, dengan indikator pada hasil pelayanan

publik (output) yang dicapai sesuai target. Melalui pelayanan yang berkualitas akan dicapai hasil manfaat (outcomes)

pembangunan pada perubahan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Pengukuran bisa dilihat

dari  capaian  indikator  kesehatan,  misalnya  pada pencapaian  target  meningkatkan  drajat  secara  optimal,  diharapkan

tercapai perbaikan kualitas pelayanan yang terukur dari  menurunnya AKB (angka kematian bayi)  dan AKI (Angka

kematian ibu), meningkatnya IPM, dan sebagainya.

Penerapan akuntabilitas pada imstansi pemerintah sebagai  salah  satu  bentuk  perwujudan  good  governance

dilaksanakan  bukan  tanpa  alasan  dan  tujuan.  Ada  banyak harapan  yang  dibebankan  pemerintah  terhadap  adanya

akuntabilitas  tersebut.  Akuntabilitas  diterapkan  dengan harapan  dapat  meningkatkan  kepercayaan  publik  dan

pemerintah  yang  bertanggungjawab.  Menurut  Herbert, Killough,  dan  Stetss  dari  bukunya  “Accounting  and

Control   for   Govermental   and   Other   Non-Business  Organization”   (dalam  Waluyo,   2007:197)   manajemen

organisasi  harus  accountable  dengan  tujuan  untuk: menentukan  tujuan  (goal)  yang  tepat;  mengembangkan

standart  yang  dibutuhkan  untuk  pencapaian  tujuan  (goal) tersebut;  secara  efektif  mempromosikan  penerapan

pemakaian  standart;  dan  mengembangkan  standart organisasi dan operasi secara ekonomis dan efisien

Akuntabilitas  juga  bersifat  berjenjang,  akuntabilitas  yang  bersifat  individual  sampai  dengan  hasil

pembangunan yang merupakan pertanggung-jawaban kolektif. Sebagaimana dii perlihatkan dalam Gambar 1.1 tentang

hierarki akuntabilitas antara pemberi mandat dan pelaksana. Tingkatan akuntabilitas dimulai pada akuntabilitas teknis,

yaitu pertanggung-jawaban terhadap input dan output atau produk yang dihasilkan dari suatu kegiatan pembangunan.



13

Selanjutnya,  tingkat  akuntabilitas  strategis  adalah  tuntutan  terhadap  pertanggung-jawaban  outcomes  atau  manfaat,

misalnya bentuk kualitas pelayanan publik yang di terima masyarakat.

Kualitas Pelayanan

Jasa sering dipandang sebagai suatu fenomena yang rumit. Kata jasa itu sendiri mempunyai banyak arti, dari mulai

pelayanan  personal  (personal  service)  sampai  jasa  sebagai  produk.  Berbagai  konsep  mengenai  pelayanan  banyak

dikemukakan oleh para   ahli seperti Haksever (2000) menyatakan bahwa jasa atau pelayanan (services) didefinisikan

sebagai  kegiatan  ekonomi  yang  menghasilkan  waktu,  tempat,  bentuk  dan  kegunaan  psikologis.  Menurut

Edvardsson  (2005) jasa atau pelayanan juga  merupakan kegiatan,  proses  dan interaksi  serta  merupakan perubahan

dalam kondisi orang atau sesuatu dalam kepemilikan pelanggan.

Sinambela (2010:3), pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan

bahwa  pelayanan  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  kehidupan  manusia.  Menurut  Kotlern  dalam  Sampara  Lukman,

pelayanan  adalah  setiap  kegiatan  yang  menguntungkan  dalam  suatu  kumpulan  atau  kesatuan,  dan  menawarkan

kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Selanjutnya Sampara berpendapat, pelayanan

adalah sutu kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antarseseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik,

dan menyediakan kepuasan pelanggan.

Sementara itu, istilah publik berasal dari Bahasa Inggris public yang berarti umum, masyarakat, negara. Kata publik

sebenarnya sudah diterima menjadi Bahasa Indonesia Baku menjadi Publik yang berarti umum, orang banyak, ramai.

Inu dan kawan-kawan mendefinisikan publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan,

harapan, sikap atau tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang merasa memiliki. Oleh karena itu

pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang

memiliki  setiap  kegiatan  yang  menguntungkan  dalam  suatu  kumpulan  atau  kesatuan,  dan  menawarkan  kepuasan

meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Membangun sebuah pelayanan yang berkualitas memang bukanlah hal mudah, karena akan ditemui beberapa tantangan

dan kendala yang harus disikapi positif demi pengembangan pelayanan selanjutnya. Tantangan dan kendala ini wajar

terjadi mengingat banyaknya komponen-komponen penunjang pengelolaan pelayanan publik. Dalam Buku Penyusunan

Standar Pelayanan Publik Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (2003:24-27) disebutkan bahwa tantangan

dan kendala yang mendasar dalam pelayanan publik adalah:

1. Kontak antara pelanggan dengan penyedia layanan.
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2. Variasi pelayanan.

3. Para petugas pelayanan.

4. Struktur Organisasi.

5. Informasi.

6. Kepekaan permintaan dan penawaran.

7. Prosedur.

8. Ketidakpercayaan publik terhadap kualitas pelayanan. 

Lebih lanjut dikatakan pelayanan publik dapat diartikan, pemberi layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat

yang mempunyai  kepentingan  pada organisasi  itu sesuai  dengan aturan pokok dan tata  cara yang telah ditetapkan.

Menurut Garvin ada dua perspektif kualitas yang berkembang yang biasa digunakan, yaitu:

1. Transcendental approach

Kualitas dalam pendekatan ini dipandang sebagai  innate excellence, dimana kualitas dapat dirasakan atau diketahui,

tetapi sulit didefinisikan dan dioperasionalkan. Sudut pandang ini biasanya diterapkan dalam seni musik, drama, seni

tari,  dan seni  rupa.  Selain itu  perusahaan  atau  instansi  dapat  mempromosikan  produknya  dengan  pernyataan  yang

menyenangkan seperti tempat belanja yang menyenangkan ,elegan , layanan cepat, mudah, dan murah (Puskesmas) dan

lain sebagainya.

2. Kualitas  pelayanan  publik,dalam  Sinambela  (2010:6),  secara  teoritis  tujuan  pelayanan  publik  pada

dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima

yang tercermin dari :

1. Transparan

Pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara

memadai serta mudah dimengerti.

 2. Akuntabilitas

Pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kondisional
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Pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada

prinsip efisiensi dan efektivitas.

 4. Partisipatif

Pelayanan  yang  dapat  mendorong  peran  serta  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  dengan

memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. 

5. Kesamaan Hak

Pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status

sosial dan lain-lain.

6. Keseimbangan Hak Dan Kewajiban

Pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik. 

Selanjutnya,  jika  dihubungkan  dengan  administrasi  publik,  pelayanan  adalah  kualitas  pelayanan  birokrat  terhadap

masyarakat. Kata kualitas memiliki banyak definisi yang berbeda dan bervariasi mulai dari yang konvensional hingga

yang  lebih strategis.  Definisi  konvesional  dari  kualitas  biasanya  menggambarkan  karakteristik  langsung dari  suatu

produk, seperti :

 1. Kinerja (performance)

2. Kehandalan (reliability)

3. Mudah dalam penggunaan (easy of  use)

4. Estetika (esthetics), dan sebagainya

Adapun dalam definisi  strategis  dinyatakan  bahwa kualitas  adalah  segala  sesuatu yang  mampu memenuhi

keinginan atau kebutuhan pelanggan (meeting the needs of customers).

Salah satu faktor yang menentukan tingkat keberhasilan dan kualitas   perusahaan menurut Lupiyoadi (2001,hal:147)

adalah  kemampuan  perusahaan  dalam   memberikan  pelayanan  kepada  pelanggan.  Salah  satu  pendekatan  kualitas

pelayanan   yang banyak dijadikan acuan dalam riset  pemasaran adalah model SERVQUAL (Service Quality) yang

dikembangkan  oleh  Parasuraman,  Zeithaml,  dan  Berry  dalam serangkaian  penelitian  mereka  yang  melibatkan  800

pelanggan terhadap enam sektor jasa : reparasi, peralatan rumah tangga, kartu kredit, asuransi, sambungan telepon jarak
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jauh, perbankan ritel,  dan pialang sekuritas disimpulkan bahwa terdapat lima dimensi  SERVQUAL sebagai  berikut

(Parasuramanl, 1998) :

1. Tangibles,  atau  bukti  fisik  yaitu  kemampuan  suatu  perusahaan  dalam menunjukkan  eksistensinya  kepada  pihak

eksternal.  Penampilan  dan  kemampuan  sarana  dan  prasarana  fisik  perusahaan  dan  keadaan  lingkungan  sekitarnya

adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. Yang meliputi fasilitas fisik (gedung, gudang, dan

lain sebagainya), perlengkapan dan peralatan yang dipergunakan (teknologi), serta penampilan pegawainya.

2. Reliability, atau kehandalan yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara

akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang

sama, untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi.

3.  Responsiveness,  atau ketanggapan yaitu  suatu kemampuan untuk membantu dan memberi  pelayanan yang cepat

(responsif) dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas. Membiarkan konsumen menunggu

tanpa adanya suatu alasan yang jelas menyebabkan persepsi yang negatif dalam pelayanan.

4. Assurance,  atau  jaminan  dan  kepastian  yaitu  pengetahuan,  kesopansantunan,  dan  kemampuan  para  pegawai

perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya  para pelanggan kepada perusahaan.  Terdiri  dari  beberapa  komponen

antara lain komunikasi (communication), kredibilitas (credibility), keamanan (security), kompetensi (competence), dan

sopan santun (courtesy).

5. Emphaty, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para

pelanggan dengan berupayamemahami keinginan konsumen. Dimana suatu perusahaan diharapkan memiliki pengertian

dan  pengetahuan  tentang  pelanggan,  memahami  kebutuhan  pelanggan  secara  spesifik,  serta  memiliki  waktu

pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan.

Penelitian ini menggunakan acuan  akuntabilitas kinerja pelayanan tentang kualitas pelayanan dipuskesmas pacar keling

pada tahun 2013 dengan melibatkan beberapa tahun sebelum dan sesudah, untuk mengetahui  pemgaruh akuntabilitas

kinerja pegawai puskesmas pacar keling dalam memberikan kualitas pelayanan.

Berdasarkan  hasil  pengujian  dengan menggunakan alat  analisis regresi linear,  terlihat  bahwa antara  variabel bebas

berupa  akuntabilitas kinerja pelayanan mempunyai pengaruh yang signifikan dengan variabel terikat kualitas pelayanan

puskesmas  pacar  keling  surabaya yaitu  sebesar  0,722.  Artinya  bahwa  72,2%  variabel  kualitas  pelayanan akan

dipengaruhi oleh variabel bebasnya, yaitu  akuntabilitas kinerja pelayanan. Sedangkan sisanya 28,8% variabel kualitas
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pelayanan akan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini . korelasi yang

menunjukkan besarnya hubungan antara variabel bebas yaitu Akuntabilitas kinerja pelayanan dengan variabel kualitas

pelayanan,  nilai R (koefisien korelasi) sebesar 0,850, nilai korelasi ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel

bebas yaitu  akuntabilitas kinerja pelayanan  dengan variabel kualitas pelayanan termasuk kategori kuat karena berada

pada selang 0,7 – 0,8. Hubungan antara variabel bebas yaitu  akuntabilitas kinerja pelayanan  dengan variabel kinerja

bersifat positif artinya jika variabel bebas yaitu  Akuntabilitas kinerja pelayanan ditingkatkan maka variabel  kualitas

pelayanan akan mengalami peningkatan.

Variabel  akuntabilitas kinerja pelayanan sebagai variabel yang memberi pengaruh terhadap kualitas pelayanan, karena

dengan adanya pemberian kinerja pelayanan yang maksimal oleh puskesmas dapat meningkatkan kualitas pelayanan

selain itu juga akuntablitas kinerja pelayanan yang baik akan meningkatkan kepuasaan pengunjung dimana pengunjung

akan merasa puas dengan pemberian kinerja pelayanan sesuai dengan yang diinginkan. Dengan demikian akuntabilitas

kinerja   pelayanan  oleh puskesmas pada dasarnya  bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasaan

pengunjung puskesmas.   

Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa variabel akuntabilitas kinerja pelayanan mempunyai nilai pengaruh

yang  besar terhadap  variabel  kualitas  pelayanan.  Variabel  akuntabilitas  kinerja  pelayanan  memiliki  pengaruh  yang

dominan, mengingat Puskemas Pacar Keling adalah pemberi jasa dan layanan kesehatan, dimana pemberian pelayanan

yang baik dan memuaskan terhadap pengunjung adalah tujuan utama dari puskesmas. Dari sini dapat diketahui bahwa

pengunjung akan merasa puas apabila pegawai puskesmas memberikan kinerja pelayanannya dengan tepat. 

Sesuai dengan teori bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja seseorang yang

bekerja dalam suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak untuk diberikan pelayanan yang sesuai dan prioritas.

Puskesmas pacar  keling masih belum bisa  memberikan  kinerja  yang  optimal  sehingga  masih banyak  keluhan dari

pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan, dalam segi akuntabilitas kinerja puskesmas pacar keling tidak cepat dan

tepat  dalam melayani  pelanggan  dan  tidak  tanggap  apabila  ada  pelanggan  yang  butuh  arahan.  Perlengkapan  dan

peralatan kesehatan di puskesmas pacar keling sudah lengkap, tapi tidak digunakan secara maksimal dan sering tidak

terpakai. Kehadiran para pegawai selalu tepat waktu tapi kepala puskesmas terkadang sering terlambat datang, hal ini

dapat memberikan contoh terhadap para pegawai lain, karena seorang kepala atau pemimpin adalah panutan dari para

pegawainya.
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Dalam segi kebersihan puskesmas pacar keling sangat tidak memperhatikan sama sekali masih banyak sampah yang

berserakan serta banyak gambar-gambar mengenai kesehatan yang sudah sangat tidak enak dipandang. Penataan ruang

masih belum memuaskan terbukti banyak pengunjung yang mengantri tetapi tidak dapat mendapat tempat duduk untuk

menunggu panggilan antrian dan berdesak-desakan serta bahkan ada yang duduk di tanah. Dengan kondisi lingkungan

seperti ini maka pelanggan akan merasa tidak nyaman dengan fasilitas yang diberikan oleh puskesmas pacar keling

yang harusnya mementingkan kebersihan karena sebagai pemberi layanan jasa kesehatan. Karena itu tingkat kualitas

pelayanan puskesmas pacar keling sangatlah tidak memuaskan dari kinerja yang diberikan oleh puskemas.

Kesimpulan

Pada bab ini peneliti akan menyajikan kesimpulan, saran-saran serta implikasi penelitian berdasarkan hasil temuan data

di lapangan serta hasil analisa dan interpretasi data yang telah dilakukan pada bab-bab terdahulu. Kesimpulan ini akan

menjawab  rumusan  masalah  yang  telah  dikemukakan  sebelumnya.  Dari  hasil  analisa  dan  interpretasi  data  dapat

disimpulkan: 

1. Ho yang diajukan dalam penelitian ini ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara tingkat

kinerja dokter dan pegawai pada kualitas pelayanan yang diberikan. 

2. Pada hasil pengujian analisis regresi  menunjukkan bahwa ada pengaruh antara tingkat  kemampuan kinerja

dokter  dan  puskesmas  terhadap kualitas  pelayanan.  Ini  dapat  dilihat  dari  hasil  pengujian  regresi  yang

menunjukkan nilai F reg yang signifikan, dengan nilai   = 0.000 lebih kecil dari taraf signifikansi 5% (  <

0.05).  Hasil  ini  menunjukkan bahwa pada dasarnya  tinggi  rendahnya  kinerja  aparat  berpengaruh  terhadap

kualitas pelayanan. 

3. Nilai  koefisien  determinasi  (R square)  menunjukkan kemampuan variabel  bebas  dalam menerangkan  atau

menjelaskan perubahan variabel  terikat.  Dari  hasil  analisis regresi  diperoleh nilai koefisien determinasi  (R

square)  sebesar  0,722,  artinya  sebesar  72,2% variabel   kualitas  pelayanan dapat  dijelaskan  oleh  variabel

tingkat akuntabilitas kinerja pelayanan, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. 

4. Berdasarkan dari hasil penelitian  maka sumbangan variabel bebas (akuntabilitas kinerja pelayanan) terhadap

variabel  tergantung  (kualitas  pelayanan)  sebesar  72,2%  berada  pada  interpretasi  pengaruh  tinggi.  Hal  ini

dikarenakan kurangnya kinerja  kemampuan petugas dalam menjalankan tugasnya  


